REPUBLIK INDONESIA

No.825, 2018 KEMEN-KUKM. Penyaluran
Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir oleh LPDB-
KUMKM.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2018
TENTANG
PENYALURAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DANA BERGULIR
OLEH LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas kesempatan bagi koperasi,
usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh
perkuatan permodalan diperlukan Pemberian
Pinjaman /Pembiayaan;

b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan
perkuatan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil
dan menengah diperlukan pedoman dalam
melaksanakan penyaluran dana bergulir oleh LPDB-
KUMKM;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tentang Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan
Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3501);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3743);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);
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8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008,
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada
Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 496);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga
Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 167) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.05/2010 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan
Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha
Mikro dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 204);

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);

11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor O08/Per/M.KUKM/VII/2017 tentang
Organisasi Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana
Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
908);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
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MENENGAH TENTANG PENYALURAN
PINDJAMAN/PEMBIAYAAN DANA BERGULIR OLEH LEMBAGA
PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh
Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan
Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha
bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha
lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian
Negara/Lembaga.

Pinjaman/Pembiayaan adalah Pemberian penyediaan
dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan
dengan itu, yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM kepada
KUMKM baik secara langsung maupun melalui lembaga
perantara yang digunakan untuk modal kerja dan atau
investasi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu antara LPDB-
KUMKM dengan KUMKM yang mewajibkan KUMKM
untuk melunasi utangnya kepada LPDB-KUMKM setelah
jangka waktu tertentu dengan membayar suatu
tarif/imbal jasa tertentu.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-
seorang atau badan hukum  Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluargaan.

Usaha Mikro adalah wusaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

www.peraturan.go.id



10.

11.

2018, No. 825

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasali,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan
atau badan wusaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya
disebut KUMKM.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat LPDB-
KUMKM adalah unit organisasi non-eselon di bidang
pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada menteri koperasi dan usaha kecil dan
menengah melalui sekretaris kementerian koperasi dan
usaha kecil dan menengah.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)
yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
KUMKM.

Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku Pembina
Teknis LPDB-KUMKM.

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU

adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk
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